
BUPATIBARRU 
PROVINSISULAWESISELATAN 

PERATURAN BUPATI BARRU 
NOMOR: 10 TAHUN 2016 

TENTANG 

PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA 
DAN PERANGKAT DESA, TUNJANGAN BPD DAN INSENTIF RT 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI BARRU, 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 dan Pasal 82 Peraturan 
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa, penghasilan tetap Kepala Desa dan Perarigkat Desa 
dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa yang 
bersumber dari alokasi dana desa dan selain menerima 
penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa menerima 
tunjangan dan penerimaan lain yang sah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran 
Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Kepala Desa Dan Perangkat 
Desa, Tunjangan BPD, Dan Insentif RT; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 74; Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia 1822); 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 





11. Bendahara Desa adalah staf Desa yang ditunjuk oleh Kepala 
Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, 
menatausahakan, membayarkan dan mempertanggung-jawabkan 
keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa; 

12. Penjabat Kepala Desa adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang 
ditunjuk untuk menduduki jabatan sebagai Kepala Desa selama 
Kepala Desa definitif belum terpilih atau diangkat. 

13. Penghasilan Tetap adalah jumlah penerimaan yang sah yang 
diterima oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan. 

14. Tunjangan adalah penghasilan selain penghasilan tetap yang 
bersumber dari APBDesa. 

15. Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan untuk 
mendukung kegiatan operasional yang bersumber dari APBDesa. 

16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya 
disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan 
pemerintahan desa. 

17. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana 
perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. 

BABII 
PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA 

Pasal 2 

( 1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap dan 
tunjangan. 

(2) Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa 
dianggarkan dalam APBDesa. 

(3) Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa 
dibayarkan setiap bulan oleh Pemerintah Desa. 

(4) Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa 
yang tidak dapat dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
dikarenakan kekosongan jabatan Kepala Desa dan/ atau Perangkat 
Desa dikembalikan ke rekening desa. 

(5) Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa 
bersumber dari ADD. 

Pasal 3 

Pengalokasian ADD pada APBDes untuk penghasilan tetap, 
Tunjangan, Insentif, dan Honor Kepala Desa dan Perangkat Desa 
sampai dengan paling banyak 30o/o (tiga puluh perseratus) dalam 
belanja tidak langsung. 



, l 

Pasal 4 

(1) Besaran penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada pasal 2 
ayat (1) per bulan, adalah sebagai berikut: 
a. Kepala Desa Rp 2.500.000 ,- 
b. Sekretaris Desa Rp 1. 750.000,- 
c. Kepala Urusan/Seksi Rp 1.250.000,- 
d. Pelaksana Kewilayahan Rp 1.250.000,- 
e. Staf Rp 600.000,- 

(2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah 
Kepala Desa definitif yang bukan berstatus Pegawai Negeri Sipil 
(PNS) 

(3) Sekretaris Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf b, c dan d, adalah Sekretaris Desa dan 
Perangkat Desa yang berstatus bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS). 

BAB Ill 
TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA 

Pasal 5 

( 1) Besaran Tunjangan setiap bulan disesuaikan dan diberikan 
dengan besaran sebagai berikut: 
a. Kepala Desa Rp. 300.000,- 
b. Sekretaris Desa Rp. 250.000,- 
c. Kepala Urusan/Seksi Rp. 200.000,- 
d. Pelaksana Kewilayahan Rp. 200.000,- 
e. Bendahara Rp. 500.000,- 

(2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah 
Kepala Desa definitif yang bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS). 

(3) Untuk Penjabat Kepala Desa diberikan tunjangan sebesar 
Rp.1.250.000,- 

(4) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
adalah Sekretaris Desa yang berstatus bukan Pegawai Negeri 
Sipil (PNS). 

(5) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan 
d, adalah Perangkat Desa yang berstatus bukan Pegawai Negeri 
Sipil (PNS). 

BAB IV 
TUNJANGAN SADAN PERMUSYAWARATAN DESA 

Pasal 6 
( 1) Besaran Tunjangan setiap bulan disesuaikan dan diberikan 

dengan besaran adalah sebagai berikut: 
a. Ketua Rp. 300.000,- 
b. Wakil ketua Rp. 250.000,- 
c. Sekretaris Rp. 225.000,- 
d. Anggota Rp. 200.000,- 



(2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dimasukkan 
dalam APBDesa belanja tidak langsung paling banyak 30 % (tiga 
puluh perseratus). 

BABV 
IN'SEN'TIF RUKUN' TETANGGA 

Pasal 7 

(1) Insentif RT setiap bulan diberikan dengan besaran Rp. 200.000,- 

(2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk 
operasional RT. 

BABVI 

PEN'GHASILAN' DAN TUN'JAN'GAN' KEPALA DESA DAN 
PERAN'GKAT DESA YANG BERSTATUS PEGAWAI N'EGERI SIPIL 

Pasal 8 

( 1) Penghasilan dan Tunjangan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 
dan pasal 5 tidak berlaku bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 
yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) 

(2) Penghasilan dan Tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat 
Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) diberikan dengan 
besaran sebagai beriku t : 

a. Kepala Desa 
b. Sekretaris Desa 
c. Kepala Urusan/Seksi 
d. Pelaksana Kewilayahan 

Rp. 1.250.000,- 
Rp. 875.000,- 
Rp. 625.000,- 
Rp. 625.000,- 

BAB VII 

PEN'ERIMAAN' LAIN YANG SAH 

Pasal 9 

( 1) Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat diberikan penerimaan 
lain yang sah. 

(2) Penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
dalam bentuk honorarium sebagai kompensasi kerja atas 
pelaksanaan kegiatan dalam APBDesa. 

(3) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan 
dalam APBDesa. 

(4) Penganggaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan 
mempertimbangkan kemampuan keuangan desa. 




